KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : HERMANTA
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 241833
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.158.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/250 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.570.000.000

2. Tanah Seluas 689 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp.
53.500.000

3. Tanah Seluas 459 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp.
49.500.000

4. Bangunan Seluas 24 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI
Rp. 250.500.000

5. Tanah Seluas 5.000 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI
Rp. 230.000.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 218 m2/240 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 2.005.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 798.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
160.000.000

2. MOTOR, YAMAHA B3M MT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
13.000.000

3. MOBIL, ISUZU DOUBLE CABIN Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
80.000.000
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4. MOBIL, ISUZU TRAGA PICK UP Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
160.000.000

5. MOBIL, TOYOTA COROLLA ALTIS Tahun 2023, HASIL SENDIRI
Rp. 385.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 96.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 661.040.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 473.129.491

F. HARTA LAINNYA Rp. =i

Sub Total Rp. 7.186.669.491

. HUTANG Rp. 19.200.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 7.167.469.491
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2025

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SITI MAIMUNAH
2. Jabatan : KEPALA DISTRIK NAVIGASI
3. NHK : 659671
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN
1. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/210 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/86 m2 di KAB / KOTA KOTA
MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN
1. MOTOR, UNITY GREENTECH GREENTECH SCOOD Tahun 2023,
HADIAH Rp. 5.000.000
2. MOBIL, BYD SEDAN LISTRIK Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
400.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT HITAM DOP Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 10.000.000
4. MOBIL, SUZUKI FRONX Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp.
260.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA
SURAT BERHARGA
KAS DAN SETARA KAS

mom o 0

HARTA LAINNYA
Sub Total
Ill. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T)

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

4.600.000.000

675.000.000

511.000.000

57.000.000
5.843.000.000
2.177.905.607
3.665.094.393

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : NOVYANTO WIDADI
2. Jabatan : KEPALA PUSAT
3. NHK . 468164
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 7.400.800.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 411 m2/200 m2 di KAB / KOTA
MALANG, Rp. 2.750.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 13.020 m2/1 m2 di KAB / KOTA
MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 976.500.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 3.534 m2/1 m2 di KAB / KOTA
MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 265.050.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 2.790 m2/1 m2 di KAB / KOTA
MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 209.250.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.015.000.000

1. MOBIL, JEEP LAND ROVER 2630 Tahun 1970, HASIL SENDIRI
Rp. 500.000.000

2. MOBIL, BRIO RS 1.2 CVT CKD Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
175.000.000

3. MOTOR, PIAGGIO VESPA LX 150 IE AT Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 15.000.000

4. MOBIL, HONDA HRV 1,5L E VC Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
325.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 479.349.000
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D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 430.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. -—ar

Sub Total Rp. 9.325.149.000

. HUTANG Rp. 440.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 8.885.149.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : BERNADETTE ENDAH SEKAR MAYASHANTI
2. Jabatan : KEPALA PUSAT
3. NHK . 254626
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

1. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 807.895.000

2. Tanah Seluas 2.240 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL
SENDIRI Rp. 6.224.960.000

3. Bangunan Seluas 32 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,
HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

7.152.855.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 27.000.000
1. MOBIL, HONDA SEDAN CITY SX 8 AT Tahun 2000, HASIL
SENDIRI Rp. 25.000.000
2. MOTOR, HONDA NF 100 SLD SUPRAFIT Tahun 2006, HADIAH
Rp. 2.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 921.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -—--
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 416.229.683
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 8.517.084.683
. HUTANG Rp. 5.505.355
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 8.511.579.328
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : M. ARIEF AFFANDI
2. Jabatan . KEPALA PUSAT
3. NHK : 955610
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 10.234.433
F. HARTA LAINNYA Rp. 5.349.750
Sub Total Rp. 15.584.183
[ll. HUTANG Rp. 5.349.750
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 10.234.433
Catatan:
1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SURANTO
2. Jabatan . KEPALA PUSAT
3. NHK 232473
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.251.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 178 m2/70 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 465.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/21 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 241.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/29 m2 di KAB / KOTA BEKASI,
HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000

4. Bangunan Seluas 27 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI
Rp. 330.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 86.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
70.000.000

2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI
Rp. 4.000.000

3. MOTOR, SUNDIRO SEPEDA MOTOR Tahun 2000, HASIL
SENDIRI Rp. 500.000

4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 8.000.000

5. MOTOR, YAMAHA 509 Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.
3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 146.627.498
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D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 629.225.000

F. HARTA LAINNYA Rp. -—ar

Sub Total Rp. 2.112.852.498

. HUTANG Rp. 179.800.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.933.052.498
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
I. DATA PRIBADI
1. Nama © RIZAL
2. Jabatan : SEKRETARIS BADAN
3. NHK : 280651
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.160.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 465 m2/250 m2 di KAB / KOTA
TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.860.000.000

2. Tanah Seluas 280 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL
SENDIRI Rp. 600.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/47 m2 di KAB / KOTA
TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/47 m2 di KAB / KOTA
TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m2/250 m2 di KAB / KOTA
TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 714.500.000

1. MOTOR, PIAGGIO SCOOTER Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
14.500.000

2. MOBIL, HYUNDAI SUV Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
500.000.000

3. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.

200.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 230.700.000
D. SURAT BERHARGA Rp. —

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 687.193.788
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F. HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp. 5.792.393.788

I1l. HUTANG Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 5.792.393.788
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2025

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

I. DATA PRIBADI
1. Nama : ANIS IWAN SETIONO
2. Jabatan . KEPALA BAGIAN HUKUM, KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
3. NHK . 484886

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

1.

Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000.000
Tanah dan Bangunan Seluas 101 m2/101 m2 di KAB / KOTA KOTA
SURABAYA , Rp. 1.100.000.000

Tanah Seluas 5.100 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 459.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 3.785 m2/150 m2 di KAB / KOTA
NGANJUK, Rp. 750.000.000

Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG
SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 540.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/42 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 925.000.000

Tanah Seluas 319 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 220.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

1.

2.

MOTOR, SUZUKI SKYWAVE Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000
MOTOR, KAWASAKI LX150 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
21.000.000

Rp. 5.894.000.000

Rp. 299.000.000
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3. MOBIL, TOYOTA VOXY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.

275.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 525.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 1.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 162.500.000
F. HARTA LAINNYA Rp. oo
Sub Total Rp. 6.881.500.000
. HUTANG Rp. 99.801.087
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 6.781.698.913
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
I. DATA PRIBADI
1. Nama © FITRI INDRIASTIWI
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
3. NHK 232137
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.720.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000

2. Bangunan Seluas 43 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA ,
HASIL SENDIRI Rp. 620.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/52 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/97 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.430.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 164 m2/164 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 440.000.000

1. MOBIL, TOYOTA ALTIS SEDAN Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
160.000.000

2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T Tahun 2017,
HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 9.200.000
D. SURAT BERHARGA Rp. A
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 121.854.403
F. HARTA LAINNYA Rp. i

Sub Total Rp. 6.291.054.403
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1. HUTANG Rp.
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 6.291.054.403
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : BRAM HERTASNING
2. Jabatan . KEPALA BIDANG KEBIJAKAN TRANSPORTASI PERKOTAAN
3. NHK : 220175
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.685.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m2/150 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 835.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 251 m2/150 m2 di KAB / KOTA
SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 247.000.000

1. MOBIL, INNOVA MINIBUS REBORN Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 120.000.000

2. MOBIL, MAZDA 1l SEDAN Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
120.000.000

3. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 110.777.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -—--

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 57.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 2.099.777.000

. HUTANG Rp. =

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.099.777.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SUPRIYATNO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG KEBIJAKAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
3. NHK : 99963
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.560.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/80 m2 di KAB / KOTA BEKASI,
HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/80 m2 di KAB / KOTA BEKASI,
HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000

3. Tanah Seluas 1400 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, Rp.
280.000.000

4. Bangunan Seluas 21 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL
SENDIRI Rp. 430.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 250.400.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA G 2.0 KIJANG INNOVA / MICRO/
MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

2. MOTOR, YAMAHA 2DP R A/T Tahun 2018, LAINNYA Rp.
13.500.000

3. MOTOR, YAMAHA SCORPIO zZ 225 CC Tahun 2007, HASIL
SENDIRI Rp. 20.000.000

4. MOTOR, YAMAHA FILLANO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
25.000.000

5. LAINNYA, SEPEDA PIXI RAKITAN Tahun 2023, HASIL SENDIRI
Rp. 1.200.000
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6. LAINNYA, SEPEDA ONTHEL UNITED Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 700.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 178.740.000

D. SURAT BERHARGA Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 18.100.000

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 2.007.240.000

[ll. HUTANG Rp. 234.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.773.240.000
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : AKHMAD RIZAL ARIFUDIN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG KEBIJAKAN KESELAMATAN TRANSPORTASI
3. NHK . 683518
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/152 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI, Rp. 2.750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/52 m2 di KAB / KOTA BEKASI,
HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 577.000.000
1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL
SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO DAKKAR Tahun 2018, HASIL
SENDIRI, HADIAH , Rp. 375.000.000

3. MOBIL, WULING AIR EV LONG RANGE Tahun 2023, HASIL
SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 401.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -—--

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 571.770.413

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 5.300.270.413

. HUTANG Rp. 284.202.879

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 5.016.067.534
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



